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PENETAPAN
Nomor 290/Pdt.P/2024/MS.Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

Gunawan Bin Hasanuddin, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 05 Mei
1963, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Arab
Saudi No. 186, Desa Miruk Lamreudep, Kecamatan
Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon I,

Yunti Hermi Binti Hasan Saleh, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh,
29 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Arab Saudi
No. 186, Desa Miruk Lamreudep, Kecamatan Baitussalam,

Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon Il, dan para saksi di
muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober
2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang
telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariiyah Jantho dengan Nomor
290/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 Pemohon | telah melangsungkan pernikahan
dengan Pemohon Il di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus, Perjaka sedangkan Pemohon I
berstatus Perawan;

3. Bahwa Pemohon | hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari
pernikahan pemohon | dengan Il telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Hasan Saleh
(Ayah Pemohon 1), yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Meuraxa
saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Ansari (Pak Geuchik) dan Abdul Wahab
dengan mahar berupa emas sebesar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan (halangan
Syara’) yang dapat menghalangi pernikahan;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan hidup
rukun sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah kehilangan buku nikah karena tsunami,
yang sebelumnya sudah pernah tercatat di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota
Banda Aceh;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai bukti
tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para
Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Mahkamah Syariyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Gunawan bin Hasanuddin)
dengan Pemohon Il (Yunti Hermi binti Hasan Saleh) yang dilangsungkan
pada tanggal 30 Juni 1992 di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda
Aceh;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah
Syariiyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho,
namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada
satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Mahkamah
Syarliyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk
dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri (in persoon) di depan persidangan, lalu dibacakan
permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106200505630001 atas nama
Gunawan tanggal 15 Oktober 2024 vyang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Bukti fotokopi
surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106106905690001 atas nama Yunti
Hermi tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi
surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode P.2;

3. Fotokopi Kartu kartu keluarga NIK 1106201207120003 atas nama Gunawan
tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah
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diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
B. Saksi

Ridwan bin Makam, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Sopir, bertempat tinggal di jln. no 062, gampong Miruk Lampeudep,

kecamatan Baitusslam, kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di

persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon | dan
Pemohon I, saksi hanya bertetangga;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwva sewaktu
Pemohon | dengan Pemohon Il menikah dikarenakan saksi baru kenal
dengan para Pemohon sejak bertetanggaan dengan para Pemohon pada
tahun 2012;

- bahwa pada saat bertetangga dengan saksi, Pemohon | dan Pemohon I
telah berstatus suami istri;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan
anak pertama sudah bersekolah di tingkat SMP;

- bahwa sepengetahuan saksi dari cerita para Pemohon, antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang
menyebabkan terhalang untuk menikah;

- bahwa selama bertetangga dengan saksi, saksi tidak pernah mendengar
ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan
administrasi kependudukan dan pengurusan pensiunan Pemohon Il;

2. Habibah binti Budiman, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jin. no 2, gampong Miruk
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Lampenerut, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah

sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon | dan
Pemohon II, saksi hanya bertetangga;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwva sewaktu
Pemohon | dengan Pemohon Il menikah dikarenakan saksi baru kenal
dengan para Pemohon sejak bertetanggaan dengan para Pemohon pada
tahun 2012;

- bahwa pada saat bertetangga dengan saksi, Pemohon | dan Pemohon I
telah berstatus suami istri;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan
anak pertama sudah bersekolah di tingkat SMP;

- bahwa sepengetahuan saksi dari cerita para Pemohon, antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang
menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- bahwa selama bertetangga dengan saksi, saksi tidak pernah mendengar
ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan
administrasi kependudukan dan pengurusan pensiunan Pemohon lI;
Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam persidangan telah

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang
tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [€]
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon
merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar’iyah Jantho;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua
Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/1V/2006 tentang Pemberlakukan Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun
2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan
tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama,;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan
Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan
hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut
sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon I

pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon I, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il, P.3 berupa
fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon | dan
Pemohon Il berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho, sehingga
sesuai hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa,
mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagai bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan para
Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang
menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau
dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar
keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan
formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan
dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan,
tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenubhi
persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon
telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti
saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon | dan Pemohon II, serta
dikuatkan dengan bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan
fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah
pada tanggal 30 Juni 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh, wali nikah Hasan Saleh (ayah Kandung Pemohon l1l) dihadapan
saksi-saksi, mahar 8 (delapan) mayam emas, antara Pemohon | dengan

Pemohon Il tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah,
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tidak ada hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat
menikah Pemohon | tidak memiliki isteri lain selain Pemohon I, pada saat
menikah Pemohon [l tidak memiliki suami lain selain Pemohon |, antara
Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak
lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I, pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il telah pernah dicatatkan di kantor urusan agama
setempat namun bukti pencatatan tersebut telah hilang pada saat tsunami Aceh
tahun 2004,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam
perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan
dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang
haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang
berkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan
mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan
kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam
Kitab Syarh Al-Qawa’id As-Sa’diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204,

sebagai berikut:
Lein SN 238 L) 155 131, e 69138 Ll 15 15

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah
maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat
maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat
nikah juga menentukan , “ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1
Tahun 1974 dan;
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e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta itsbat
nikah para Pemohon telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf
(b dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar
perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1992 di KUA
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ditetapkan keabsahannya, patut diterima
dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat
kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan
yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang
berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Gunawan Bin Hasanuddin)
dengan Pemohon II (Yunti Hermi Binti Hasan Saleh) yang dilaksanakan
pada tanggal 30 Juni 1992 di KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua
puluh ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 8 November 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Fadhlia,
S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. dan Nurul Husna,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto.
Fadhlia, S.Sy., M.H
Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,
dto. dto.
Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,
dto.
Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 50.000,00
2. Proses Rp150.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp620.000,00

(.enam ratus dua puluh ribu rupiah )
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